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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap hubungan antara standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan jumlah responden 52 Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran di masing-masing SKPD dan pegawai bidang akuntansi di BPPKAD Kabupaten Kudus. Metode analisis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan, sedangkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kapasitas sumber daya manusia, namun kapasitas sumber daya manusia tidak memediasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap keandalan pelaporan keuangan. Simpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penerapan SAP akrual di Kabupaten Kudus dapat mendukung keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan kapasitas aparatur sipil negara yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran di SKPD dan pegawai bidang akuntansi di BPPKAD mendukung terciptanya keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.
Kata Kunci: Kapasitas SDM, Keandalan dan SAP Akrual

Abstract
This research aimed to gets empirical evidence of the influence of human resource capacity with relation accrual-based government accounting standards on the reliability of financial reporting. This Research is a population research with the number of respondents 52 State Civil Apparatus who officiate as treasurer in each SKPD and employees in the accounting field in BPPKAD Kudus. Analysis method for hypothesis in this research used  path analysis. The results of this research indicate that accrual basis government accounting standards and the capacity of human resources has a positive influence to the reliability of financial reporting, while accrual based government accounting standards have a positive effect on the capacity of human resource, but the capacity of human resources is not mediate the influence between accrual based government accounting standards to reliability of financial reporting. Conclusion of this studi says that implementation of accrual based in Kabupaten Kudus can support reliability of financial reporting and the capacity of State Civil Apparatus who officiate as treasurer in each SKPD and employees in the accounting field in BPPKAD Kudus also supports the created of financial reporting reliability
Keywords : Capacity of HR, Reliability  and Accrual Based
PENDAHULUAN
Keluaran/output dari sebuah sistem akuntansi pasti berupa informasi keuangan, baik itu akuntansi keuangan ataupun akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi keuangan menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah dan menimbulkan implikasi bagi manajemen  pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Diberlakukannya otonomi daerah juga membuat pemerintah daerah harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Noviyanti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa undang-undang  otonomi  daerah  memberikan kewenangan  penyelenggaraan  pemerintah daerah  yang lebih luas,  nyata  dan  bertanggung jawab dan diiberlakukannya  otonomi  daerah memiliki  fungsi  agar  setiap  daerah  akan  lebih maju,  mandiri,  sejahtera  dan  dapat melaksanakan pemerintah  daerah  agar mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Perkembangan  akuntansi  pemerintah daerah  yang  semakin  pesat dan memberlakukannya otonomi daerah menimbulkan  tuntutan  yang  lebih  besar  terkait  dengan  dilakukannya  transparansi  dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik seperti pemerintah daerah. Wujud dari transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah dengan menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang handal.
 Setiap laporan keuangan pasti memiliki karakteristik kualitatif begitu juga laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Karakteristik kualitatif untuk laporan keuangan pemerintah daerah menurut Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (2014:21) tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan pada akuntansi keuangan, yaitu meliputi relevance, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahamin. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menyebutkan, kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai  nilai  atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan  kerangka tersebut terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Terdapat empat unsur yang harus dipenuhi demi terwujudnya pelaporan keuangan yang baik, kerangka yang dijadikan sorotan pada penelitian kali ini adalah keandalan dalam membuat laporan keuangan. Widyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus  andal,  yakni  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan  kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Diawati (2015) juga menyatakan bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  disajikan  dengan proses  yang  memberikan jaminan keterandalan dalam penyajiannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta pelaporannya dapat  berguna dalam pengambilan keputusan oleh pemakainya. Penelitian lain seperti Sukirman (2011), Desmiyawati (2014), Sari dan Witono (2014), Anggraeni dan Ridwan (2014) juga menggunakan keandalan sebagai variabel dependennya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mengambil keandalan pelaporan keuangan sebagai variabel dependen, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan yang handal digunakan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap menejemen pemerintah daerah. Indikator dari keandalan pelaporan keuangan sendiri yaitu penyajian jujur, dapat diverivikasi dan netralitas, dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa perhatian utama dari keandalan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang sebenar-benarnya dan bersifat netral, sehingga tuntutan masyarakat akan laporan keuangan yang handal terpenuhi.
Pemerintah menyadari suatu hal pada tahun 2005, bahwa pelaporan keuangan yang telah diatur sebelum tahun 2005 belum benar-benar merepresentasikan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Hal terebut dikarenakan laporan keuangan yang dibuat masih berdasarkan basis kas. Widyaningrum dan Rahmawati (2010) juga menyebutkan bahwa terdapat banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  dalam pelaksanaan audit  laporan keuangan pemerintah. Dikarenakan dalam basis kas memberikan banyak keleluasaan untuk melakukan kecurangan.
Memprihatinkan sekali jika laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah ternyata belum memperlihatkan kondisi yang sesungguhnya, padahal fungsi padahal laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah sebagai alat pertanggung jawaban kepada publik. Karakteristik kualitatif dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pun menjadi tidak terpenuhi, selain itu banyak terjadi penyimpangan pada pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Menanggapi fenomena gap tersebut, sesungguhnya ada sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendukung keandalan pelaporan keuangan yaitu dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP Akrual). Surepno (2015) dalam penelitiannya juga mengajukan sebuah solusi yang sama untuk melakukan perbaikan kualitas penyajian informasi keuangan dari pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan SAP Akrual. SAP Akrual adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mengakui transaksi/peristiwa sesuai dengan keterjadiannya bukan pada saat tarnsaksi/peristiwa tersebut dibayarkan atau diterima. Basis akrual yang dianjurkan oleh PP No.71 Tahun 2010 adalah untuk mengakui pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Pelaksanaan SAP Akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010 telah berjalan selama enam tahun sejak diterbitkan.  Namun pro dan kontra masih banyak ditemukan terutama terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi. Sumber daya manusia dikatakan sebagai kunci pengimplementasian SAP akrual sehingga menciptakan laporan keuangan yang handal. Kenyataannya SDM jurtru belum siap akan pengungkapan penuh SAP berbasis akrual, sehingga pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi tidak handal.
Pelaksanaan SAP Akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010 telah berjalan selama enam tahun sejak diterbitkan, namun Surepno (2015) mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan yang muncul pada kekhawatiran pemerintah daerah tidak mampu memenuhi ekspektasi pemerintah pusat untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual karena penerapan basis akrual dalam suatu sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. Research Gap tersebut memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memunculkan kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel pemediasi, dan diharapkan kapasitas sumber daya manusia mampu memperkuat pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan keandalan pelaporan keuangan. Penerapan basis akrual di lingkungan pemerintahan harus didukung sumber daya manusia yang memadahi. Sumber daya manusia juga dikatakan sebagai kunci pengimplementasian SAP akrual sehingga menciptakan laporan keuangan yang handal. Kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan Aparatur Sipil Negara baik dalam tingkat individu ataupun kelompok untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian GTZ dan USAID/CLEAN Urban (2011). Indikator ini telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya untuk meneliti tentang kapasitas sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dengan kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel pemediasi. 
Grand theory yang mendasari hubungan-hubungan antara variabel dependen, independen dan pemediasi dalam penelitian ini adalah teori regulasi. Stigler (1971) menyatakan bahwa teori regulasi merupakan aktivitas seputar peraturan yang menggambarkan hubungan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif) sebagai sisi permintaan/demand dan legislatif sebagai supply, selain itu teori regulasi juga berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan tertentu dalam proses akuntansi. Pengaplikasian regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kapasitas sumber daya manusia sebagai Apratur Sipil Negara, diantaranya yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Konsep teori regulasi menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk mencapai keseimbangan informasi bagi pembuat ataupun pemakai informasi itu sendiri. Pada hubungan antara SAP akrual dan keandalan, terdapat regulasi yang mengaturnya yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan pemerintah Nomor 71 tersebut menyajikan regulasi terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang bertujuan untuk menciptakan pelaporan keuangan yang lebih baik, karena SAP akrual benar-benar menunjukan dan menyajikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari pelaporan keuangan, karena transaksi yang dicatat pada basis akrual adalah berdasarkan keterjadiannya, bukan berdasarkan kas/setara kas diperoleh. Sehingga, karateristik keandalan dalam pelaporan keuangan dapat dipenuhi. Hipotesis ini didukung beberapa penelitian terdahulu seperti Diawati (2015), Inapty dan Martiningsih (2016) juga penelitian Adhi dan Suhardjo (2013).
H1: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan
Penerapan SAP akrual juga mendukung terciptanya kapasitas sumber daya manusia yang baik, dikarenakan SAP akrual memberikan tuntutan kepada ASN untuk lebih berkeahlian terutama dalam pelaksanaan basis akuntansi akrual. Beberapa kajian penelitian terdahulu seperti Warsino dalam Widyastuti dkk. (2015), Surepno (2015) serta Sari dan Witono (2010) juga berpendapat bahwa sumber daya manusia menjadi kunci dari penerapan SAP akrual.  SAP akrual juga memaksa ASN untuk mau mempelajari basis akuntansi akrual demi terciptanya keandalan pelaporan keuangan. Apabila terdapat SAP akrual sebagai kebijakan baru maka kapasitas ASN pun menjadi bertambah, karena ASN akan mempelajari hal baru lagi mengenai basis akuntansi, yang sebelumnya ASN hanya bisa menggunakan basis kas atau basis kas menuju akrual, kini ASN dapat mengembangkan keterampilannya dengan basis akrual. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa sumber daya manusia sebagai ASN memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, tugas sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga memiliki peran sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
H2: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kapasitas Sumber Daya Manusia
Output akuntansi pemerintah daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah, dan yang membuat laporan keuangan tersebut  adalah sumber daya manusia yang ada dalam lingkup SKPD terkait. Apabila sumber daya manusia yang bertugas mengelola sistem akuntansi sampai pada melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang baik/memadai, maka laporan keuangan pemerintah daerah-pun akan menjadi baik pula. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik ditandai dengan memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yaitu keandalan. Didukung beberapa penelitian sebelumnya oleh Surastiani dan Handayani (2015), Sari dan Witono (2014), Widyaningrum dan Rahmawati (2010) serta Sukirman dkk (2011), mereka menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Didasari dengan regulasi yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka diajukan hipotesis ketiga dalam penelitian ini. 
H3: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan
Konsep keempat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh SAP akrual terhadap keandalan pelaporan keuangan dengan ditentukan pengaruhnya oleh kapasistas sumber daya manusia sesuai dengan teori regulasi, yang mana teori regulasi menghadirkan beberapa regulasi terkait hubungan antara ketiga variabel tersebut seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan SAP Akrual digunakan untuk mendukung keandalan pelaporan keuangan, namun pengaruh tersebut ditentukan oleh adanya variabel kapasitas sumber daya manusia dan telah diketahui pula bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015), Sari dan Witono (2014), Widyaningrum dan Rahmawati (2010) serta Sukirman dkk (2011). Begitu juga teori regulasi yang mempunyai tujuan  menutut sumber daya manusia sebagai ASN untuk dapat menjalankan setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.. 
H4: Kapasitas Sumber Daya Manusia memediasi pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Bentuk data pada penelitian kali ini adalah data primer yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada obyek penelitian yaitu pegawai bagian akuntansi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan  bendahara umum pengeluaran SKPD yang ada di bawah naungan BPPKAD se-Kabupaten Kudus. Terdapat 10 orang pegawai bagian akuntansi dan 52 Bendahara Umum Pengeluaran di 52 SKPD se-Kabupaten Kudus yang akan diteliti dalam penelitian ini. Ke-62 responden tersebut memiliki peran, fungsi dan kesempatan yang sama sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, seluruh populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai sampel, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
	Variabel
	Definisi
	Pengukuran/Indikator

	Keandalan Pelaporan Keuangan
	Kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap 
	1. Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar
2. Adanya laporan keuangan pokok sesuai aturan
3. Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji
4. Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik.




Lanjutan Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
	Variabel
	Definisi
	Pengukuran/Indikator

	
	fakta secara jujur serta dapat diverifikasi (PP No. 71 tahun 2010)

	5. Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum
(Sukirman dkk 2013)

	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP Akrual)
	Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mengakui transaksi/
peristiwa sesuai dengan
keterjadiannya bukan pada saat tarnsaksi/peristiwa tersebut dibayarkan atau diterima.
(PP No.71 Tahun 2010)
	Pengakuan :
1. Pendaptan LO
2. Kewajiban
3. Aset
4. Beban
5. Ekuitas
(PP No.71 Tahun 2010)


	Kapasitas Sumber Daya Manusia
	Kemampuan Aparat ur Sipil Negara baik dalam tingkat individu ataupun kelompok untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
(UU No. 5 Tahun 2014 dan Sukirman dkk 2013)

	1. Subbagian keuangan/akuntansi  memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
2. Paling tidak 10 persen dari staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
3. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah



Lanjutan Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
	Variabel
	Definisi
	Pengukuran/Indikator

	
	
	5. Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi sesuai
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
7. Subbagian keuangan/akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi.
8. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.
10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan. 
(GTZ dan USAID/CLEAN Urban 2011)



Pengujian instrumen penelitian akan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Informasi responden dari hasil instrumen penelitian juga dijabarkan menggunakan statistik deskriptif. Teknik  pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Statistik Inferensial meliputi Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikoloniearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Path Analysis (Analisis Jalur) dengan alat analisis IBM SPSS 21.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner yang disebar sebanyak 62 buah sesuai dengan jumlah populasi, sedangkan  kuesioner yang kembali dan dapat diolah yaitu 52 kuesioner saja. Kelompok bendahara pengeluaran sebanyak 43 kuesioner dan pegawai bidang akuntansi sebanyak 9 kuesioner. Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dan alat uji yang digunakan yaitu IBM SPSS 21. Hasil Uji validitas untuk masing-masing variabel mengindikasikan instrumen dalam penelitian ini valid. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dilihat menggunakan nilai Cronbach Alpha, dan ketiga variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,07. Nunnally (1994)  dalam Ghozali (2015) menyatakan bahwa nilai tersebut reliabel.
Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini juga memberikan hasil yang baik. Uji Normalitas menghasilkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji multikolonieritas dengan perhitungan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang serius. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Grafik Plot, hasil yang didapat yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi keandalan pelaporan keuangan.
Analisis Jalur (Path Analysis)
	Hasil uji analisis jalur disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1 untuk menunjukkan nilai masing-masing pengaruh yang dihasilkan.
Tabel 2. Hasil Uji Analisis Jalur
	Model
	Beta
	Sig.
	R Square
	Adjusted R Square
	F
	Sig.

	1. SAP
	0,691
	0,000
	0,554
	0,543
	50,864
	0,000b

	2. SAP
SDM
	0,326
0,471
	0,039
0,007
	0,550
	0,527
	24,420
	0,000b


Model 1. Dependen Variabel : SDM
Model 2. Dependen Variabel : KPK
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 21.0 (2017)
Nilai koefisien standarized beta (Model 1) untuk SAP yaitu 0,691 (p2) dan signifikan terhadap 0,000 yang berarti SAP mempengaruhi  SDM. Uji kedua memberikan nilai koefisien standarized beta untuk SAP yaitu 0,326 (p1) dan signifikan terhadap 0,000 berarti SAP berpengaruh terhadap KPK. Kedua, nilai koefisien standarized beta untuk SDM yaitu 0,471 (p3) dan signifikan terhadap 0,000 yang berarti SDM mempengaruhi  KPK. Kemudian, ketiga nilai ini dapat langsung dimasukkan di dalam model penelitian yang ada:
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Gambar 1. Hasil Analisis Jalur Kombinasi Regresi Berganda dan Mediasi Sumber : Ghozali (2013) dan Hasil Pengolahan Data dengan IBM SPSS 21.0 (2017)
Uji Koefisien Determinasi (R2) dan Uji Simultan
Besarnya adjused R2  adalah 0,543, hal ini berarti 54,3% variasi SDM dapat dijelaskan oleh variasi SAP Akrual dan nilai R2 akan memberikan nilai pada e1=. Hubungan kedua yang diuji dengan R2  hubungan antara keandalan pelaporan keuangan (KPK) sebagai dependen dengan SDM dan SAP sebagai variabel independen. Tampilan hasil SPSS model summary menunjukkan besarnya adjused R2  adalah 0,527, hal ini berarti 52,7% variasi KPK dapat dijelaskan oleh variasi SAP dan SDM dan nilai R2 akan memberikan nilai pada e2= . Selain hasil dari model summary, akan ditampilkan pula uji signifikansi silmultan yang akan mendukung uji koefisien.
Uji simultan menghasilkan nilai F hitung (Model 1)  sebesar 50,864 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi SDM atau dapat dikatakan bahwa SAP berpengaruh terhadap SDM. Uji koefisien determinasi dan uji simultan pada intinya memberikan hasil bahwa SAP berpengaruh terhadap SDM, besarnya pengaruh yang dapat ditentukan yaitu 54,3%. Uji simultan menghasilkan nilai F hitung (Model 2) sebesar 24,864 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi KPK atau dapat dikatakan bahwa SAP dan SDM berpengaruh terhadap KPK.
Uji Sobel (Sobel Test)






Perhitungan sobel test tersebut mendapatkan hasil  namun hasil tersebut belum dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel pemediasi dalam penenelitian ini benar-benar dapat memediasi pengaruh antara dependen ke independen, oleh karena itu dilakukan uji terkahir yaitu uji t.
Uji Statistik t

[bookmark: _GoBack]Nilai t hitung adalah sebesar 0,3811 lebih kecil dari pada t tabel (2,021) dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemediasi dalam penelitian ini tidak memediasi pengaruh antara variabel independen ke dependen.
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis
	Hipotesis
	Pernyataan
	t hitung > t tabel
	Hasil

	H1

	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

	2,43>1,68

	Diterima


	H2

	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kapasitas Sumber Daya Manusia

	2,86>1,68

	Diterima


	H3

	Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

	7,132>1,68

	Diterima


	H4
	Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak Memediasi Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.
	0,381<2,021
	Ditolak



Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan 
Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap keandalan pelaporan keuangan di Kabupaten Kudus. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah di terapkan di Kabupaten Kudus sejak diterbitkannnya PP No. 71 tahun 2010. Pegawai bagian keuangan di bidang akuntansi BPPKAD dan bendahara umum pengeluaran masing-masing SKPD sudah dapat menjalankan SAP Akrual dengan baik, sehingga dapat mendukung terciptanya keandalan pelaporan keuangan. Manfaat penerapan SAP Akrual sangat erat kaitannya dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih real, terkait identifikasi laporan keuangan dan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena penerapan SAP akrual di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan aturan maka laporan keuangan yang dihasilkan pun menjadi handal. SAP Akrual dapat meminimalisir kesalahan yang material karena pada dasarnya semua transaksi yang dicatat yaitu berdasarkan keterjadiannya, bukan pada saat kas diperoleh. Selain itu, di Kabupaten Kudus juga melakukan rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik yaitu per tiga bulan, per enam bulan dan tahunan, untuk meminimalisir pernedaan saldo di SKPD dan PPKD. Teori juga regulasi berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan tertentu dalam suatu proses akuntansi. Ketentuan diperlukan agar semua pihak baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Pengertian tersebut dapat langsung dikorelasikan dengan hubungan antara sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini terbukti SAP akrual dapat mendukung keandalan pelaporan keuangan di kapupaten kudus. Surepno (2015) juga mengungkapkan bahwa penerapan SAP Akrual merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian Diawati (2015), Inapty dan Martiningsih (2016) juga telah membuktikan bahwa perapan SAP akrual berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kapasitas Sumber Daya Manusia
Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kapasitas sumber daya manusia di kabupaten kudus. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memuat beberapa aturan dan panduan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang wajib diketahui oleh ASN yang bertugas sebagai bendahara ataupun pegawai bidang akuntansi, sehingga ASN dapat lebih memahami tentang penerapan SAP akrual. Bendahara pengeluaran SKPD yang ditunjuk sebagai responden juga mengungkapkan bahwa sosialisasi terkait penerapan SAP Akrual juga sudah dilakukan pada tahun 2016 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Sosialisasi tersebut dirasakan sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas mereka sebagai bendahara pengeluaran. Lain halnya dengan pegawai bidang akuntansi di BPPKAD, sebagai ASN yang bertugas membuat laporan keuangan konsolidasi pelatihan SAP akrual yang didapatkan pun lebih banyak dari pada bendahara pengeluaran. Pelatihan tersebut diadakan pada  tahun 2016 oleh pemda kabupaten kudus, tahun dan 2016 oleh pemerintah provinsi,  dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, namun beberapa pegawai bidang akuntansi BPPKAD berpendapat bahwa di tahun 2017 ini dirasa perlu melakukan pelatihan SAP Akrual kembali dikarenakan terdapat banyak mutasi ASN yang betugas sebagai bendahara pengeluaran SKPD. Jika dikorelasikan dengan teori regulasi maka, terdapat tuntutan yang tertuang pada  di dalam SAP Akrual (PP No. 71 tahun 2010) dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memaparkan peran, tugas dan fungsi SDM sebagai ASN, yang mana ASN harus berusaha untuk menerapkan setiap kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dengan semaksimal mungkin. Sehingga kapasitas sumber daya manusia yang lebih berkeahlian dalam penerapan acrual basis pun dapat terwujud.
Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan
Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan di Kabupaten Kudus. Kapasitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten kudus sudah memenuhi standar indikator dari GTZ dan USAID/CLEAN Urban (2011) yang telah dipakai pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang kapasitas sumber daya manusia. Bukti yang paling jelas yang didapatkan dari kuesioner penelitian ini adalah terkait latar belakang bendidikan yang dimiliki oleh ASN yang bertugas sebagai pegawai bidang akuntansi BPPKAD. Tujuh diantara 9 ASN berlatar belakang pendidikan akuntansi. Artinya sebagai seorang yang bertugas di lingkup BPPKAD, ASN tersebut sudah memenuhi kualifikasi untuk menjalankan kegiatan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menciptakan keandalan pelaporan keuangan.. Output akuntansi pemerintah daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah, dan yang membuat laporan keuangan itu,  adalah sumber daya manusia yang ada dalam lingkup SKPD, sehingga penelitian ini sejalan dengan teori regulasi yang tertuang pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Widyaningrum dan Rahmawati (2010), Sari dan Witono (2010) Sukirman dkk (2014) juga penelitian Desmiyawati (2014) yang menyebutkan bahwa  kapasitas sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  terhadap  keandalan  pelaporan  keuangan pemerintah daerah. 
Kapasitas Sumber Daya Manusia memediasi pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan
Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh mediasi yang diberikan kapsitas sumber daya manusia terhadap hubungan antara standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan keandalan pelaporan keuangan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kudus. Artinya kaspasitas sumber daya manusia di kabupaten kudus tidak mempengaruhi pengimplementasian SAP Akrual untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, karena pada dasarnya SAP Akrual sendiri sudah kuat untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan seperti yang tertera pada hipotesis pertama. Jadi jika tidak ada variabel kapasitas sumber daya manusia yang akan memediasipun tidak akan menjadi masalah. Kapasitas sumber daya manusia memang menjadi faktor kunci dalam pengimplementasian SAP Akrual, namun dari hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini justru variabel kapasitas sumber daya manusia yang memiliki nilai paling rendah diantara variabel independen dan dependen. Hal ini lah yang dirasa menjadi penyebab megapa variabel kapasitas sumber daya manusia tidak dapat memediasi pengaruh antara SAP Akrual terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Hasil ini tidak mendukung teori regulasi. Teori regulasi mengharapkan hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang pada PP No. 71 tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 . Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan SAP Akrual digunakan untuk mendukung keandalan pelaporan keuangan, namun pengaruh tersebut ditentukan oleh adanya variabel kapasitas sumber daya manusia.
Sesuai dengan orisinalitas dalam penelitian ini, menempatkan sumber daya manusia sebagai variabel pemediasi merupakan hal yang baru namun, jika ditinjau pada hubungan antar variabel secara individual semuanya memiliki pengaruh postitif, sehingga memunculkan konsep terakhir yaitu menempatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel pemediasi. Selain itu, menempatkan variabel sumber daya manusia sebagai variabel pemediasi bukan tanpa alasan, beberapa penelitian sebelunya memberikan kesempatan peneliti untuk menempatkan variabel kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel pemediasi. Dapat dilihat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh dignifikan postif terhadap kapasitas sumber daya manusia, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh postitif terhadap keandalan pelaporan keuangan,  sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berada di tengah-tengah pengaruh antara SAP akrual dan keandalan pelaporan keuangan. Hal itulah yang mendasari mengapa kapasitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai variabel pemediasi.


SIMPULAN DAN SARAN
	Hasil analisis statistik dan pembahasan sebelumnya memberikan kesimpulan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh postif terhadap keandalan pelaporan keuangan, selain itu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga berpengaruh positif terhadap kapasitas sumber daya manusia. Hasil analisis statistik pada uji t mengindikasikan bahwa tidak terjadi pengaruh mediasi oleh kapasitas sumber daya manusia pada hubungan antara standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdahap keandalan pelaporan keuangan. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus hendaknya dapat mengadakan pelatihan terkait pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, selain itu diharapkan pula dapat merekrut Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensinya, apabila bertugas sebagai bendahara pengeluaran, maka kompetensinya adalah akuntansi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan obyek/kabupaten lain atau memperluas wilayah penelitian sehingga data yang dihsilkan menjadi lebih relevan dan juga menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Desmiyawati. 2014. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau). Jurnal Akuntansi, 2 (1) 163-178
Diawati, M. 2015. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta. Skripsi. Dipublikasikan Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta
Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.Semarang: Badan Penerbit-Undip 
Inapty, M. A. F. B., Martiningsih, S. P. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 9 (1) 27-42
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Noviyanti, N.A., Kiswanto. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5 (1).
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. 2016. https://dppkd-kabkudus.com/ (Diunduh tanggal 9 Januari 2017)
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Rizkiyana, D.F. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Sari, P.S., B. Witono. 2014. Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Seminar Nasional Dan Call For Paper : Research Methods And Organizational Studies, 418-425
Stigler, G.J. 1971. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2 (1) 3-21
Setiawati, E., S.P. Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi. Seminar Nasional Dan Call For Paper  Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 418-425
Sukirman, S., Havid, E. S. Nugraheni. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Pengendalian Intern Akuntansi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3 (1).
Surastiani, D. P., B. D. Handayani. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 7 (2) 139-149
Surepno. 2015. Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Jurnal Dinamika Akuntansi. 7 (2) 199-128
Wahyudin, A. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Pendidikan. Semarang : Unnes Press		
Widyaningrum, C., Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Kumpulan Makalah  Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII, 401-444.
1

